BUPATI BANGKA TENGAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Menimbang :

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

a. bahwa Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan

sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional
yang memiliki kekhasan yang tumbuh, mengakar, hidup
dan berkembang di tengah masyarakat dalam
menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan
fungsi pemberdayaan masyarakat, telah memberikan
kontribusi penting dalam pembangunan nasional dengan
melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah
air dan berkemajuan;

bahwa untuk menjamin penyelenggaran Pesantren dalam
menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan
fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mendapatkan dukungan dan
dorongan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk fasilitasi
sesuai dengan kewenangannya;

bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
memberikan fasilitasi pengembangan pesantren
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2019 tentang Pesantren;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi
Pengembangan Pesantren;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 64006);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4769);



9.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang
Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Tahun 2014
Nomor 822);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang

Pendidikan Pesantren (Berita Negara Tahun 2020 Nomor
1405);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Menetapkan :

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.



5.

Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya
disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis
masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan,
organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang
menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
SWT, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh
ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap
rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai
luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan,
dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan
masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pengembangan Pesantren adalah pengembangan dalam
fungsi  pendidikan, dakwah dan  pemberdayaan
masyarakat terhadap pesantren sesuai peraturan
perundang-undangan.

Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah fasilitasi
dalam pemberian bantuan pendanaan dan/atau
bimbingan teknis terhadap Pengembangan pesantren
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan  Pesantren  adalah  pendidikan  yang
diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan
Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai
dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab
kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan
muallimin.

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilaksanakan
berdasarkan asas dan tujuan Pengembangan Pesantren
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Fasilitasi Pengembangan Pesantren bertujuan:

a.

mendukung pembentukan individu yang unggul di
berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai
ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang
beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri,
tolong-menolong, seimbang dan moderat;

mendukung dan membantu dalam  membentuk
pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan
cinta tanah air serta membentuk perilaku yang
mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
membantu  meningkatkan  kualitas Pengembangan
pesantren yang berdaya saing dalam memenuhi
kebutuhan  pendidikan  warga  masyarakat dan
kesejahteraan sosial masyarakat.



Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

SR 0 Q0 o

fungsi Pesantren;

perencanaan,;

tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren;
penghargaan;

kerjasama;

partisipasi masyarakat;

pendanaan; dan

monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

BAB II
FUNGSI PESANTREN

Pasal 5

Pesantren menyelenggarakan fungsi yang meluputi:

a.
b.
C.

(1)

(2)

fungsi pendidikan;
fungsi dakwah; dan
fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesatu
Fungsi Pendidikan

Pasal 6

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai bagian dari
penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-
masing Pesantren, yang ditujukan membentuk santri
yang unggul dalam mengisi kemerdekaan dan mampu
menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 7

Pemerintah Daerah  dapat memberikan dukungan
pelaksanaan fungsi Pendidikan kepada Pesantren sesuai
dengan kewenangannya, yang meliputi:

a.

fasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi
aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan,
kesehatan, dan keamanan;

fasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi
daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan
keamanan; dan/atau



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

membantu sumber pembiayaan majelis masyayikh dalam
merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu
Pendidikan Pesantren.

Bagian Kedua
Fungsi Dakwah

Pasal 8

Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, untuk mewujudkan
Islam rahmatan lil’ alamin.

Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:

a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT,
dengan cara yang baik dan menghindari
kemungkaran;

b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan
pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran,
keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi
nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan
pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk
kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.

Bentuk  dukungan  pelaksanaan fungsi dakwah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren
dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan
Pemerintah Daerah;

b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing
muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan
diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan
dasar;

c. beasiswa santri; dan

d. beasiswa tenaga pendidik.

Dalam hal fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan
Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢, yang berorientasi pada  peningkatan
kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan
masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam
menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan
memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam
pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan

dalam bentuk:

a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;

b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren
dan masyarakat;

c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga
usaha mikro, kecil, dan menengah;

d. pendampingan dan pemberian bantuanpemasaran
terhadap produk masyarakat;

e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;

f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi,

dan kendali mutu;

pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;

pemanfaatandan pengembangan teknologi

industri; dan/atau

i. pengembangan program lainnya.
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Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan
fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi
pemberdayaan masyarakat.

Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat berupa:

bantuan keuangan,;

bantuan sarana dan prasarana,;

bantuan teknologi; dan/atau

pelatihan keterampilan.

poop



Pasal 12

(1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap

Pengembangan Pesantren diberikan dengan
mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan
Pesantren.

(2) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan
aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana
prasarana dasar Pesantren serta aspek lainnya yang
ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 13

(1) Bupati menetapkan perencanaan pengembangan
Pesantren 5 (lima) tahunan dan/atau tahunan, sesuai
kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya
pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan
fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah
dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  perencanaan
pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 14

(1) Dalam rangka pengembangan Pesantren dapat dibentuk
tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren.

(2) Tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan
unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan
Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku
kepentingan.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Keanggotaan tim pengembangan dan pemberdayaan
Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren,
dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan
pemberdayaan Pesantren.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengembangan dan
pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan

kepada Pesantren atas:

a. kemampuan mengembangkan pendidikan dalam
bentuk pengkajian kitab kuning, pendidikan dalam
bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan
umum dan pendidikan dalam bentuk Dirasah
Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin;

b. kemampuan mengembangkan fungsi pendidikan
untuk mewujudkan sarana dan prasana pendidikan
serta sumber daya manusia Pesantren yang baik;

c. kemampuan mengembangkan fungsi dakwah untuk
mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin; dan/atau

d. kemampuan mengembangkan fungsi pemberdayaan
masyarakat untuk mewujudkan peningkatan
kesejahteraan Pesantren dan masyarakat serta
menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan
memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif
dalam pembangunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 16
Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan

Pesantren dalam meningkatkan peran dan mutu
Pesantren.



(4)

()

(1)

(2)

(3)

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan dalam bentuk:

a. olimpiade;

b. bantuan pendanaan;

c. penyediaan infrastruktur penunjang;

d. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau

e. bentuk kerja sama lainnya.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat dapat Dberpartisipasi dalam  Fasilitasi
Pengembangan Pesantren sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan
kepada Pesantren;

b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah
dalam pengembangan Pesantren;

c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan
Pesantren;

d. mendorong pengembangan mutu dan standar
Pesantren;

e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter
dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di
sekitar lingkungan Pesantren; dan

f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi
Pesantren.

Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan
dan/atau organisasi kemasyarakatan.
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BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan
Pengembangan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan
belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan
Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan
pengawasan terhadap Fasilitasi Pengembangan
Pesantren.

(2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit
kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesejahteraan rakyat.

(3) Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara
tertulis kepada Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, evaluasi,

pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah
ini diundangkan.
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Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,

~ttd /dto-
ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,
“ttd /dto-

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 311

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (9.79/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,
T —

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

UMUM

Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting
dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren
bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan
kebutuhan masyarakat akan jenis layanan pendidikan, dakwah dan
pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung pengembangan
pesantren, maka perlu difasilitasi dan ditingkatkan mutunya oleh
semua komponen masyarakat, temasuk Pemerintah Daerah. Oleh
karena itu, peraturan daerah ini dapat dijadikan landasan hukum
sebagai fondasi dalam memfasilitasi pengembangan pesantren baik
melalui bantuan pendanaan, kerja sama serta adanya keterlibatan
partisipasi masyarakat untuk memperkuat kemandirian dan
kemampuan ekonomi Pesantren.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
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Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,
Q,\“ — /,_‘

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006
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